WALIKOTA BATAM

PERATURAN WALIKOTA BATAM
NOMOR 13 TAHUN 2005

TENTANG

PENJABARAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

Menimbang

Mengingat

TAHUN ANGGARAN 2006

WALIKOTA BATAM,

bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 4 Peraturan Daerah
Nomor Tahun 2005 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Tahun Anggaran 2006, perlu menetapkan Peraturan
Walikota tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Tahun Anggaran 2006;

. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan

Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985
Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3312)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 12
Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994
Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3569);

. Undang-undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan

Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 3688),

. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara

Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan
Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999
Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);

. Undang-undang Nomor 53 Tahun 1999 sebagaimana terakhir

diubah dengan Undang-undang nomor 11 Tahun 2003 tentang
Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu,
Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun,
Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 181,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3902);

. Undang — undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas

Undang Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1997
tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara
Tahun 2000 Nomor 246);

. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2002

tentang Pembentukan Propinsi Kepuluauan Riau (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 111, Tambahan
Lembaran Negara 4237);
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Undang Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2002
tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2002 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4251);

Undang Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003
tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor
4286);

Undang Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2003
tentang susunan dan Kedudukan MPR, DPR, DPD, dan DPRD
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 92,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4310);

Undang Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);

Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan Republik Indonesia;

Undang Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004
tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 66 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 4421);

Undang Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004
tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor
4438);

Undang Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004
tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);

Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2000 tentang dana
Perimbangan (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2000
Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4021);

Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan
dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 4022);

Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2000 tentang Pengelolaan
dan Pertanggungjawaban Keuangan dalam Pelaksanaan
Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 203, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 4024);
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Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2000 tentang Pinjaman
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor
204, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4024);

Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tatacara
Pertanggungjawaban Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2000 Nomor 209, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 4027);

Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan
Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 4028);

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2005
tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor Tahun 2004
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4416);

Keputusan Presiden Nomor: 80 Tahun 2003 tentang Pedoman
Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah;

Peraturan Daerah Nomor 04 Tahun 2005 tentang Perubahan atas
Peraturan Daerah Nomor 4 tahun 2004 tentang Kedudukan
Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD
(Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2005 Nomor 67);

Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 5 Tahun 2005 tentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2006;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA BATAM TENTANG PENJABARAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN
ANGGARAN 2006

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Batam Tahun Anggaran 2006 terdiri atas :

1. Pendapatan

a. Pendapatan Asli Daerah Rp. 70.048.186.500.-

b. Dana Perimbangan

Rp. 340.702.000.000.-

c. Lain-lain Pendapatan Yang Sah Rp. - -
Jumlah Pendapatan Rp 410.750.186.500-




2. Belanja
A.APARATUR DAERAH
a. Belanja Administrasi Umum Rp. 199.717.971.357.-
b. Belanja Operasi dan Pemeliharaan Rp. 26.744.832.614.-

c. Belanja Modal/Pembangunan Rp. 23.155.774.944.-

Rp. 249.618.578.915.-

B.PELAYANAN PUBLIK

a. Belanja Administrasi Umum Rp. 70.970.271.968.-
b. Belanja Operasi dan Pemiliharaan Rp. 66.383.940.479.-
c. Belanja Modal Rp. 58.064.251.002.-

Rp.195.418.463.449.-

C.BAGI HASIL DAN BANTUAN KEUANGAN
Bagi Hasil dan Bantuan Keuangan Rp. 28.455.558.000.-

D.BELANJA TIDAK TERSANGKA

Belanja Tidak Tersangka Rp. 1.000.000.000.-
Total Belanja Rp .474.492.600.364.-
Defisit Rp.( 63.742.413.864.-)

3. Pembiayaan :

a. Penerimaan Rp. 63.742.413.864..-
b. Pengeluaran Rp. -
Total Pembiayaan Rp. 63.742.413.864.-
Pasal 2

Penjabaran Perubahan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dirinci lebih lanjut pada
Lampiran Peraturan ini.



Pasal 3

Lampiran sebagaimana tersebut dalam Pasal 2 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari
Peraturan ini.

Pasal 4

Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2006.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Daerah ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah.

Ditetapkan di Batam.
pada tanggal 30 Desember 2005

PENJABAT WALIKOTA BATAM

MANAN SASMITA

Diundangkan di Batam
Pada tanggal 30 Desember 2005

Plt. SEKRETARIS DAERAH,

Py

DRS. ASYARI ABBAS
Pembina Utama Muda Nip.010083557

BERITA DAERAH KOTA BATAM TAHUN 2005 NOMOR 10 SERI A



